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BUPATI WAKATOBI 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR 18 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA 

SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN ANGGARAN 2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI WAKATOBI, 
Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, maka perlu ditetapkan Besaran 
Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi 
Tahun Anggaran 2015; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi 
dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4339); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5234); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indoensia Nomor 3373); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2015; 

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3); 

20. Peraturan  Daerah   Nomor  6  Tahun  2008  tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 
Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis  
Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 21); 

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1); 

22. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan 
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati 
dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Wakatobi; 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 

DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI 
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2015. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
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3. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi. 
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang 

selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi. 

6. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat BKBPMPD adalah 
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa Kabupaten Wakatobi. 

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yangdiakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut 
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang  
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.     

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten/Kota dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan 
Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan 
masyarakat. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat 
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

14. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka 
mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, 
dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

17. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh 
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung 
seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara 
pada Bank sentral. 

18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
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bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar 
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 

20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDesa 
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

21. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. 

22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang 
Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang 
ditetapkan. 

23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan 
desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. 

24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui 
rekening kas desa. 

25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama 
Badan Permusyawaratan Desa. 

 
BAB II 

PENGALOKASIAN DANA DESA 
 

Pasal 2 
Besaran Dana Desa Kabupaten Wakatobi adalah Rp. 21.225.856.000,- 
(dua  puluh  satu  miliar  dua  ratus  dua  puluh  lima  juta  delapan  ratus  lima  
puluh enam ribu rupiah) dengan rincian dana desa untuk setiap desa 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan. 

 

Pasal 3 

(1) Rincian Dana Desa untuk setaip Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun 
Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan  
cara : 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang 
berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan 
pemerintahan di bidang statistik. 

 

W  = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) 
Keterangan: 
W  = Dana Desa setiap Desa 
Z1  = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa 

kabupaten yang bersangkutan 
Z2  = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total 

penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan 
Z3  = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa 

kabupaten/kota yang bersangkutan 
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang 

bersangkutan 
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Pasal 4 

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan. 

 
 Pasal 5 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. 

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas 
Umum Desa dilakukan  paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 
setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. 

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap : 

a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh persen); 

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan 

c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen). 

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa 
menyampaikan : 

a.  APBDesa paling lambat bulan Maret; dan 

b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.  

(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa 
menyampaikan laporan realisasi pengunaan Dana Desa semester I. 

(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam 
APBDesa. 

 

Pasal 6 

Prioritas penggunaan dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan 
untuk mencapai tujuan pembangunan Desa, yaitu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan, melalui :  

a. pemenuhan kebutuhan dasar;  

b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;  

c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan  

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  
 

Pasal 7 

Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf a, meliputi:  

a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Pos Persalinan Desa (Polindes);  

b. pengelolaan dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); dan  

c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.  

Pasal 8 

Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf  b  dan  huruf  c  untuk  mendukung  target  pembangunan  sektor  
unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, 
yang diprioritaskan untuk :  
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a. mendukung kedaulatan pangan;  

b. mendukung kedaulatan energi;  

c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan;  dan  

d. mendukung pariwisata dan industri.  
 

Pasal 9 

Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal  6 
huruf b, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan 
pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap 
tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :  

a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;  

b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;  

c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;  

d. pembangunan energi baru dan terbarukan;  

e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;  

f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;  

g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;  

h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk 
budidaya perikanan; dan  

i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.  

 
Pasal 10 

Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf c didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan 
pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang 
diantaranya dapat meliputi :  

a. pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);  

b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;  

c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;  

d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;  

e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;  

f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;  

g. pengembangan benih lokal;  

h. pengembangan ternak secara kolektif;  

i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;  

j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;  

k. pengelolaan padang gembala;  

l. pengembangan Desa Wisata; dan  

m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan 
perikanan.  
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Pasal 11 

Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan 
pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang 
diantaranya dapat meliputi :  

a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain :  

1. zirkon;  

2. kaolin;  

3. zeolit;  

4. bentonit;  

5. silika (pasir kuarsa);  

6. kalsit (batu kapur/gamping);  

7. felspar; dan  

8. intan.  

b. komoditas tambang batuan, antara lain :  

1. onik;  

2. opal;  

3. giok;  

4. agat;  

5. topas;  

6. perlit;  

7. toseki;  

8. batu sabak;  

9. marmer;  

10. granit;  

11. kalsedon;  

12. rijang (chert);  

13. jasper;  

14. krisopras;  

15. garnet; dan  

16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.  

c. rumput laut;  

d. hutan milik Desa; dan  

e. pengelolaan sampah.  

 
Pasal 12 

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan 
Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan 
peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian 
target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat 
mencakup :  
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a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;  

b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh 
BUMDes maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;  

c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa;  

d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk 
memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;  

e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup         bersih 
dan sehat;  

f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan 
Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan  

g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :  

1. kelompok usaha ekonomi produktif;  

2. kelompok perempuan;  

3. kelompok tani;  

4. kelompok masyarakat miskin;  

5. kelompok nelayan;  

6. kelompok pengrajin;  

7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;  

8. kelompok pemuda; dan  

9. kelompok lain sesuai kondisi Desa.  
 

Pasal 13 

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 
1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.  
   

Pasal 14 

(1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung 
dengan bukti yang lengkap dan sah. 

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat 
pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul 
dari penggunaan bukti dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat 
dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa 
ditetapkan menjadi peraturan desa. 

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan 
pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan 
pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 15 

(1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat 
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan 
semester II kepada Bupati. 
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(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan : 

a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran 
berjalan; 

b. semester  II  paling  lambat  minggu  keempat  bulan  Januari  tahun  
anggaran berikutnya. 

 

Pasal 16 
(1) Bupati menunda penyaluran  Dana Desa dalam hal kepala desa tidak 

menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan 
semester sebelumnya. 

(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai 
dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi 
penggunaan semester sebelumnya. 

(3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan 
penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar. 

(4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari 
Dana Desa yang diterima Desa. 

(5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mendapatkan persetujuan 
dari Bupati. 

(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri 
Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 

 

Ditetapkan di   Wangi-Wangi 
pada tanggal  26 – 3 - 2015 

 

       BUPATI WAKATOBI, 
                

                TTD/CAP 
 

                                                                                   H U G U A 

Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal       26 – 3 - 2015 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, 
 
 

                        TTD/CAP 
 
                       SUDJITON 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2015 NOMOR 18   



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI W AKATOBI

         NOMOR              :    18  TAHUN 2015

         TANGGAL           : 26 - 3 - 2015

         TENTANG           : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN W AKATOBI TAHUN ANGGARAN 2015

Jumlah 
Pendudu

k

Rasio 
Jumlah 

Penduduk
Bobot

Jumlah 
Penduduk 

Miskin

Rasio 
Jumlah 

Penduduk 
Miskin

Bobot Luas 
W ilayah

Rasio 
Luas 

W ilayah
Bobot

Indeks 
Kesulitan 
Geografis

Rasio 
Indeks 

Kesulitan 
Geografis

Bobot

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) = (6) + (9) + (12) + (15) (17) (18)= (3) + (17)
I KECAMATAN W ANGI-W ANGI
1 DESA SOMBU 254,710,272              571            1.019% 0.255% 103                  1.080% 0.38% 5.50           0.86% 0.09% 39.55         1.101% 0.33% 1.05% 22,267,148               276,977,000              
2 DESA WAHA 254,710,272              1,142         2.039% 0.510% 262                  2.748% 0.96% 36.35         5.67% 0.57% 29.40         0.819% 0.25% 2.28% 48,470,724               303,181,000              
3 DESA WAPIA-PIA 254,710,272              554            0.989% 0.247% 123                  1.290% 0.45% 2.17           0.34% 0.03% 40.26         1.121% 0.34% 1.07% 22,688,577               277,399,000              
4 DESA KOROE ONOWA 254,710,272              638            1.139% 0.285% 103                  1.080% 0.38% 25.11         3.91% 0.39% 38.13         1.062% 0.32% 1.37% 29,137,891               283,848,000              
5 DESA WAELUMU 254,710,272              1,194         2.131% 0.533% 193                  2.024% 0.71% 5.72           0.89% 0.09% 31.67         0.882% 0.26% 1.60% 33,855,950               288,566,000              
6 DESA PATUNO 254,710,272              1,006         1.796% 0.449% 203                  2.129% 0.75% 6.00           0.94% 0.09% 31.49         0.877% 0.26% 1.55% 32,915,013               287,625,000              
7 DESA LONGA 254,710,272              867            1.548% 0.387% 185                  1.940% 0.68% 17.28         2.69% 0.27% 31.74         0.884% 0.27% 1.60% 33,972,219               288,682,000              
8 DESA TINDOI 254,710,272              1,147         2.047% 0.512% 271                  2.842% 0.99% 25.54         3.98% 0.40% 34.07         0.949% 0.28% 2.19% 46,471,014               301,181,000              
9 DESA TINDOI TIMUR 254,710,272              473            0.844% 0.211% 126                  1.321% 0.46% 14.53         2.26% 0.23% 40.36         1.124% 0.34% 1.24% 26,262,073               280,972,000              
10 DESA WAGINOPO 254,710,272              573            1.023% 0.256% 103                  1.080% 0.38% 12.24         1.91% 0.19% 37.10         1.033% 0.31% 1.13% 24,081,527               278,792,000              
11 DESA PADA RAYA MAKMUR 254,710,272              1,088         1.942% 0.486% 154                  1.615% 0.57% 26.59         4.14% 0.41% 41.53         1.157% 0.35% 1.81% 38,466,607               293,177,000              
12 DESA POSALU 254,710,272              467            0.834% 0.208% 127                  1.332% 0.47% 11.30         1.76% 0.18% 43.10         1.200% 0.36% 1.21% 25,700,422               280,411,000              
13 DESA MALEKO 254,710,272              485            0.866% 0.216% 115                  1.206% 0.42% 21.96         3.42% 0.34% 44.31         1.234% 0.37% 1.35% 28,677,375               283,388,000              
14 DESA POOKAMBUA 254,710,272              343            0.612% 0.153% 84                    0.881% 0.31% 1.54           0.24% 0.02% 41.99         1.169% 0.35% 0.84% 17,749,662               272,460,000              
II KECAMATAN W ANGI-W ANGI SELATAN
1 DESA LIYA MAWI 254,710,272              1,290         2.303% 0.576% 246                  2.580% 0.90% 6.94           1.08% 0.11% 41.33         1.151% 0.35% 1.93% 41,011,424               295,722,000              
2 DESA KAPOTA 254,710,272              929            1.658% 0.415% 196                  2.056% 0.72% 11.87         1.85% 0.19% 45.05         1.255% 0.38% 1.70% 35,987,036               290,697,000              
3 DESA KABITA 254,710,272              841            1.501% 0.375% 168                  1.762% 0.62% 24.00         3.74% 0.37% 42.71         1.189% 0.36% 1.72% 36,570,108               291,280,000              
4 DESA MOLA UTARA 254,710,272              813            1.451% 0.363% 97                    1.017% 0.36% 0.76           0.12% 0.01% 49.05         1.366% 0.41% 1.14% 24,208,455               278,919,000              
5 DESA MOLA SELATAN 254,710,272              1,984         3.542% 0.885% 351                  3.681% 1.29% 3.70           0.58% 0.06% 50.06         1.394% 0.42% 2.65% 56,242,316               310,953,000              
6 DESA WUNGKA 254,710,272              1,114         1.989% 0.497% 255                  2.674% 0.94% 15.00         2.34% 0.23% 41.88         1.166% 0.35% 2.02% 42,809,692               297,520,000              
7 DESA NUMANA 254,710,272              823            1.469% 0.367% 152                  1.594% 0.56% 5.76           0.90% 0.09% 42.18         1.175% 0.35% 1.37% 29,024,342               283,735,000              
8 DESA KOMALA 254,710,272              639            1.141% 0.285% 162                  1.699% 0.59% 4.84           0.75% 0.08% 41.64         1.160% 0.35% 1.30% 27,660,436               282,371,000              
9 DESA MOLA BAHARI 254,710,272              1,114         1.989% 0.497% 115                  1.206% 0.42% 0.80           0.12% 0.01% 49.93         1.391% 0.42% 1.35% 28,631,344               283,342,000              
10 DESA MOLA SAMA TURU 254,710,272              879            1.569% 0.392% 113                  1.185% 0.41% 0.74           0.12% 0.01% 48.27         1.344% 0.40% 1.22% 25,935,300               280,646,000              
11 DESA MOLA NELAYAN BAKTI 254,710,272              1,546         2.760% 0.690% 295                  3.094% 1.08% 2.30           0.36% 0.04% 35.18         0.980% 0.29% 2.10% 44,628,324               299,339,000              
12 DESA LIYA BAHARI INDAH 254,710,272              622            1.110% 0.278% 121                  1.269% 0.44% 1.30           0.20% 0.02% 41.33         1.151% 0.35% 1.09% 23,078,779               277,789,000              
13 DESA KAPOTA UTARA 254,710,272              781            1.394% 0.349% 108                  1.133% 0.40% 9.50           1.48% 0.15% 45.52         1.268% 0.38% 1.27% 27,027,994               281,738,000              
14 DESA LIYA ONE MELANGKA 254,710,272              900            1.607% 0.402% 95                    0.996% 0.35% 8.95           1.40% 0.14% 37.53         1.045% 0.31% 1.20% 25,543,420               280,254,000              
15 DESA MATAHORA 254,710,272              911            1.626% 0.407% 189                  1.982% 0.69% 14.03         2.19% 0.22% 38.47         1.071% 0.32% 1.64% 34,818,885               289,529,000              
16 DESA KABITA TOGO 254,710,272              455            0.812% 0.203% 92                    0.965% 0.34% 21.00         3.27% 0.33% 58.55         1.631% 0.49% 1.36% 28,808,881               283,519,000              
17 DESA WISATA KOLO 254,710,272              377            0.673% 0.168% 69                    0.724% 0.25% 6.93           1.08% 0.11% 50.89         1.417% 0.43% 0.95% 20,264,597               274,975,000              
18 DESA LIYA TOGO 254,710,272              1,531         2.733% 0.683% 363                  3.807% 1.33% 46.40         7.23% 0.72% 32.27         0.899% 0.27% 3.01% 63,858,679               318,566,000              
III KECAMATAN KALEDUPA
1 DESA SAMA BAHARI 254,710,272              1,284         2.292% 0.573% 228                  2.391% 0.84% 1.50           0.23% 0.02% 65.69         1.829% 0.55% 1.98% 42,072,298               296,783,000              
2 DESA HORUO 254,710,272              877            1.565% 0.391% 208                  2.181% 0.76% 7.00           1.09% 0.11% 41.26         1.149% 0.34% 1.61% 34,146,099               288,856,000              
3 DESA OLLO 254,710,272              556            0.992% 0.248% 110                  1.154% 0.40% 4.00           0.62% 0.06% 57.37         1.598% 0.48% 1.19% 25,334,355               280,045,000              
4 DESA BALASUNA 254,710,272              686            1.225% 0.306% 133                  1.395% 0.49% 3.75           0.58% 0.06% 52.28         1.456% 0.44% 1.29% 27,372,397               282,083,000              
5 DESA AMBEUA RAYA 254,710,272              632            1.128% 0.282% 69                    0.724% 0.25% 2.37           0.37% 0.04% 51.66         1.439% 0.43% 1.00% 21,307,913               276,018,000              
6 DESA LEFUTO 254,710,272              462            0.825% 0.206% 72                    0.755% 0.26% 3.00           0.47% 0.05% 54.34         1.513% 0.45% 0.97% 20,615,067               275,325,000              
7 DESA WADURI 254,710,272              482            0.860% 0.215% 63                    0.661% 0.23% 0.86           0.13% 0.01% 61.63         1.716% 0.51% 0.97% 20,688,074               275,398,000              
8 DESA OLLO SELATAN 254,710,272              683            1.219% 0.305% 118                  1.238% 0.43% 2.00           0.31% 0.03% 57.58         1.604% 0.48% 1.25% 26,536,188               281,246,000              
9 DESA BALASUNA SELATAN 254,710,272              420            0.750% 0.187% 89                    0.933% 0.33% 2.25           0.35% 0.04% 45.87         1.277% 0.38% 0.93% 19,791,569               274,502,000              
10 DESA MANTIGOLA 254,710,272              720            1.285% 0.321% 186                  1.951% 0.68% 1.50           0.23% 0.02% 57.90         1.612% 0.48% 1.51% 32,076,103               286,786,000              
11 DESA KALIMAS 254,710,272              506            0.903% 0.226% 92                    0.965% 0.34% 2.52           0.39% 0.04% 61.87         1.723% 0.52% 1.12% 23,766,667               278,477,000              
12 DESA SOMBANO 254,710,272              655            1.169% 0.292% 108                  1.133% 0.40% 7.00           1.09% 0.11% 61.41         1.710% 0.51% 1.31% 27,825,273               282,536,000              
IV KECAMATAN KALEDUPA SELATAN
1 DESA LANGGE 254,710,272              936            1.671% 0.418% 122                  1.279% 0.45% 5.00           0.78% 0.08% 47.13         1.313% 0.39% 1.34% 28,383,686               283,094,000              
2 DESA SANDI 254,710,272              1,052         1.878% 0.469% 181                  1.898% 0.66% 6.50           1.01% 0.10% 41.90         1.167% 0.35% 1.59% 33,648,157               288,358,000              
3 DESA TANOMEHA 254,710,272              678            1.210% 0.303% 94                    0.986% 0.35% 3.69           0.58% 0.06% 56.36         1.570% 0.47% 1.18% 24,961,683               279,672,000              
4 DESA KASWARI 254,710,272              431            0.769% 0.192% 81                    0.850% 0.30% 5.06           0.79% 0.08% 54.19         1.509% 0.45% 1.02% 21,677,593               276,388,000              
5 DESA TAMPARA 254,710,272              831            1.483% 0.371% 156                  1.636% 0.57% 6.00           0.94% 0.09% 42.87         1.194% 0.36% 1.40% 29,613,541               284,324,000              
4 DESA LENTEA 254,710,272              516            0.921% 0.230% 101                  1.059% 0.37% 11.00         1.71% 0.17% 66.36         1.848% 0.55% 1.33% 28,164,447               282,875,000              
5 DESA DARAWA 254,710,272              565            1.009% 0.252% 123                  1.290% 0.45% 5.50           0.86% 0.09% 66.81         1.861% 0.56% 1.35% 28,602,826               283,313,000              
6 DESA PAJAM 254,710,272              666            1.189% 0.297% 148                  1.552% 0.54% 7.00           1.09% 0.11% 52.58         1.464% 0.44% 1.39% 29,480,110               284,190,000              
7 DESA TANJUNG 254,710,272              606            1.082% 0.270% 94                    0.986% 0.35% 2.31           0.36% 0.04% 56.56         1.575% 0.47% 1.12% 23,858,577               278,569,000              
8 DESA PEROPA 254,710,272              500            0.893% 0.223% 92                    0.965% 0.34% 6.44           1.00% 0.10% 57.87         1.612% 0.48% 1.14% 24,297,403               279,008,000              
V KECAMATAN TOMIA
1 DESA WAITII 254,710,272              598            1.067% 0.267% 73                    0.766% 0.27% 2.75           0.43% 0.04% 37.10         1.033% 0.31% 0.89% 18,841,186               273,551,000              
2 DESA WAITII BARAT 254,710,272              528            0.943% 0.236% 78                    0.818% 0.29% 3.50           0.55% 0.05% 48.90         1.362% 0.41% 0.99% 20,908,422               275,619,000              
3 DESA LAMANGGAU 254,710,272              957            1.708% 0.427% 113                  1.185% 0.41% 7.00           1.09% 0.11% 33.86         0.943% 0.28% 1.23% 26,189,798               280,900,000              
4 DESA TEEMOANE 254,710,272              538            0.960% 0.240% 97                    1.017% 0.36% 3.25           0.51% 0.05% 49.52         1.379% 0.41% 1.06% 22,510,738               277,221,000              
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5 DESA KOLOSOHA 254,710,272              377            0.673% 0.168% 56                    0.587% 0.21% 3.50           0.55% 0.05% 49.97         1.392% 0.42% 0.85% 17,953,763               272,664,000              
6 DESA PATUA 254,710,272              364            0.650% 0.162% 90                    0.944% 0.33% 3.75           0.58% 0.06% 55.31         1.540% 0.46% 1.01% 21,509,380               276,220,000              
7 DESA PATUA II 254,710,272              204            0.364% 0.091% 59                    0.619% 0.22% 4.50           0.70% 0.07% 62.93         1.753% 0.53% 0.90% 19,177,952               273,888,000              
8 DESA RUNDUMA 254,710,272              489            0.873% 0.218% 106                  1.112% 0.39% 5.10           0.79% 0.08% 39.13         1.090% 0.33% 1.01% 21,517,341               276,228,000              
VI KECAMATAN TOMIA TIMUR
1 DESA TIMU 254,710,272              754            1.346% 0.336% 75                    0.787% 0.28% 6.00           0.94% 0.09% 49.78         1.386% 0.42% 1.12% 23,798,592               278,509,000              
2 DESA DETE 254,710,272              360            0.643% 0.161% 19                    0.199% 0.07% 6.00           0.94% 0.09% 50.94         1.419% 0.43% 0.75% 15,909,073               270,619,000              
3 DESA KULATI 254,710,272              531            0.948% 0.237% 19                    0.199% 0.07% 7.90           1.23% 0.12% 44.88         1.250% 0.37% 0.80% 17,082,773               271,793,000              
4 DESA KAHIANGA 254,710,272              904            1.614% 0.403% 91                    0.954% 0.33% 14.00         2.18% 0.22% 53.23         1.482% 0.44% 1.40% 29,724,647               284,435,000              
5 DESA WAWOTIMU 254,710,272              573            1.023% 0.256% 29                    0.304% 0.11% 15.00         2.34% 0.23% 53.81         1.499% 0.45% 1.05% 22,192,392               276,903,000              

VII KECAMATAN BINONGKO
1 DESA MAKORO 254,710,272              1,328         2.371% 0.593% 122                  1.279% 0.45% 15.18         2.37% 0.24% 42.08         1.172% 0.35% 1.63% 34,569,288               289,280,000              
2 DESA LAGONGGA 254,710,272              623            1.112% 0.278% 54                    0.566% 0.20% 5.00           0.78% 0.08% 60.80         1.693% 0.51% 1.06% 22,544,961               277,255,000              
3 DESA KAMPO-KAMPO 254,710,272              807            1.441% 0.360% 60                    0.629% 0.22% 5.01           0.78% 0.08% 45.02         1.254% 0.38% 1.03% 21,960,251               276,671,000              
4 DESA JAYA MAKMUR 254,710,272              611            1.091% 0.273% 80                    0.839% 0.29% 4.62           0.72% 0.07% 58.41         1.627% 0.49% 1.13% 23,907,484               278,618,000              
5 DESA PALAHIDU BARAT 254,710,272              309            0.552% 0.138% 48                    0.503% 0.18% 11.44         1.78% 0.18% 60.97         1.698% 0.51% 1.00% 21,263,992               275,974,000              

VIII KECAMATAN TOGO BINONGKO
1 DESA WALOINDI 254,710,272              1,001         1.787% 0.447% 90                    0.944% 0.33% 9.35           1.46% 0.15% 43.56         1.213% 0.36% 1.29% 27,312,242               282,023,000              
2 DESA OIHU 254,710,272              768            1.371% 0.343% 111                  1.164% 0.41% 12.00         1.87% 0.19% 61.40         1.710% 0.51% 1.45% 30,781,845               285,492,000              
3 DESA HAKA 254,710,272              556            0.992% 0.248% 58                    0.608% 0.21% 3.81           0.59% 0.06% 61.11         1.702% 0.51% 1.03% 21,883,239               276,594,000              

19,103,270,400  56,021   100% 25% 9,535            100% 35% 642          100% 10% 3,591      100% 30% 100% 2,122,585,600    21,225,856,000  

BUPATI WAKATOBI,
Pagu Dana Desa Kabupaten X 21,225,856,000         (c) JP 25% (g) -                 

Pagu Alokasi Dasar (90% ) 19,103,270,400         (d) AK 35% (h) TTD/CAP
Pagu Bagian Formula (10% ) 2,122,585,600           (e) LW 10% (i)

Jumlah Desa 75                              (f ) IKG 30% (j) H U G U A

Total

Kontrol Penghitungan Bobot


